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Menimbang

BUPATI CIREB0N
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR      : 051.2/Kep.     799-Dinsos/2023

LAMPIRAN :  1  (satu) berkas

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA  DINAS SOSIAL
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

:   a.      bahwa     sesuai     ketentuan     Pasal     273      ayat     (3)
Undang-Undang    Nomor    23    Tahun     2014     tentang
Pemerintahan  Daerah,  bahwa  Rencana  Kelja  Perangkat
Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok
sasaran  yang  disertai  indikator  kinelja  dan  pendanaan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Peran8kat Daerah
yang  disusun  berpedoman  kepada  Renstra  Perangkat
Daerah dan Rencana Kelja Pemerintah Daerah;

b.     bahwa     Perangkat     Daerah     menyusun     rancangan
perubahan Renja setelah menerima surat edaran Kepala
Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja
Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan
perubahan  RKPD  dan  hasil  pengendalian  pelaksanaan
Renja sampai dengan triwulan 11 tahun berjalan; J

c.      bahwa berdasarkan pasal 364, Pasal 365 dan pasal 367
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang   Tata   Cara   Perencanaan,   Pengendalian   dan
Bvaluasi  Pembangunan   Daerah,   Tata  Cara  Evaluasi
Rancangan     Peraturan     Daerah     tentang     Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  dan  Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  Serta    Tata
Cara    Perubahan    Rencana    Pembangunan    Jangka
Panjang    Daerah,    Rencana    Pembangunan    Jangka
Menengah   Daerah,   dan   Rencana   Kerja   Pemerintah
Daerah,     diamanatkan     bahwa     Rancangan     Akhir~
Perubahan  Renja  disampaikan  oleh  kepala  Perangkat
Daerah      kepada      Kepala      Bappelitbangda      untuk
diverifikasi,     setelah  diverifikasi  dan  disempumakan



Mengingat

rancangan     akhir     Perubahan     Renja     selanjutnya
disampaikan  kepada  Kepala  Daerah  untuk  ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah;

d.     bahwa      berdasarkan       pertimbangan       sebagaimana
dimaksud  dalam  humf a,  huruf  b  dan  huruf c  perlu
menetapkan    Keputusan    Bupati    tentang    Perubahan
Rencana     Kelja     Dinas     Sosial     Kabupaten     Cirebon
Tahun 2023.

:    1.      Undang-Undang    Nomor     14    Tahun     1950    tentang
Pembentukan      Daerah-Daerah      Kabupaten      Dalam
Lingkungan    Propinsi    Djawa    Barat    (Berita    Negara
Republik   Indonesia  Tahun   1950)   sebagaimana   telah
diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1968
tentang   Pembentukan    Kabupaten    Purwakarta   dan
Kabupaten  Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor     14     Tahun     1950     tentang     Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa   Barat   (I,embaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun   1968  Nomor  31,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 2851); ;

2.      Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.      Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang
Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia    Tahun     2014     Nomor     244,     Tambahan
Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5587)
sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali,   terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang
Penetapan         Peraturan         Pemerintah         Pengganti
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta
Kelja    menjadi     Undang-Undang     (Lembaran     Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor  41,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.      Peraturan  Pemerintah  Nomor   18  Tahun  2016  tentang
Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2016  Nomor   114,  Tambahan  I.embaran  Negara
Republik   Indonesia      Nomor   5887)   sebagaimana   telah
diubah    dengan     Peraturan     Pemerintah     Nomor    72
Tahun    2019    tentang    Perubahan    atas    Peraturan
Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat
Daerah      (I,embaran      Negara      Republik      Indonesia
Tahun  2019  Nomor  187,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia  Nomor 6402);

5.      Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang
Manajemen   Pegawai   Negeri   Sipil   (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun  2017  Nomor 63,  Tambahan
Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   6037)
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sebagaimana      telah      diubah      dengan      Peraturan
Pemerintah  Nomor  17 Tahun  2020  tentang Perubahan
atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   11   Tahun   2017
tentang   Manajemen   Pegawai   Negeri   Sipil   (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2020   Nomor   68,
Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Nomor 6477);

6.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2018  tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun  2018  Nomor  2,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7.      Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang
Pengelolaan    Keuangan    Daerah    (Lembaran    Negara
Republik Indonesia Tahun  2019  Nomor 42,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8.      Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2019  tentang
Laporan   dan   Evaluasi   Penyelenggaraan   Pemerintah
Daerah      (Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Tahun  2019  Nomor  52,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

9.      Peraturan   Presiden   Nomor   59   Tahun   2017   tentang
Pelaksanaan      Pencapaian      Tujuan      Pembangunan
Berkelanjutan   (Lembarari   Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

10.   Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinelja dan
Reformasi   Birokrasi  Nomor   53   Tahun   2014   tentang
Petunjuk Teknis  Peljanjian  Kinelja,  Pelaporan  Kinelja,
dan  Tata  Cara  Reviu  atas  Laporan    Kinelja  lnstansi
Pemerintah      (Berita      Negara      Republik      Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1842);

11.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  (Berita
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor  120 Tahun  2018  tentang Perubahan   Atas
Peraturan  Menteri    Dalam  Negeri  Nomor  80  Tchun  2015
tentang Perhbentuhan Fhoduk Hukum Daerah Q3erita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);   J

12.   Peraturan Menteri Dalaln Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang   Tata   Cara   Perencanaan,   Pengendalian   dan
Evaluasi   Pembangunan   Daerah,   Tata  Cara  Evaluasi
Rancangan     Peraturan     Daerah     tentang     Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,   serta  Tata
Cara   Perubahan   Rencana   Jangka   Panjang   Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana   Ken.a   Pemerintah    Daerah    (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  70  Tahun  2019
tentang  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  (Berita
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Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang    Klasifikasi,     Kodefikasi,     dan    Nomenklatur
Perencanaan   PembangLman   dan    Keuangan    Daerah
(Berita     Negara    Republik    Indonesia    Tahun     2019
Nomor   1447)  junto  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor  050-5889  Tahun  2021  tentang  hasil  Verifikasi
dan Validasi  Pemutakhiran  Klasifikasi,  Kodefikasi,  dan
No me n klatur       Pere ncanaan       Pe mbangunan       dan
Keuangan Daerah;

15.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  18 Tahun 2020
tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah
Nomor  13  Tahun  2019  tentang  Laporan  Dan  Evaluasi
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

16.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2020
Nomor  1781);

17.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  17 Tahun 2021
tentang      Pedoman      Penyusunan      Rencana      Kelja
Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

18.   Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Kinelja  dan
Refomasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem
Manajemen  Kineria  Pegawai  Negeri  Sipil  q3erita  Negara
Republik Indonesia Tchun 2021 Nomor 210);

19.   Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Kinelja  dan
Reformasi   Birokrasi   Nomor    17   Tahun   2021    tentang
Penyetaraan  |Jabatan  Administrasi  ke  dalam  Jabatan
F\mgsional  a3erita Negara Republik Indonesia Tchun 2021
Nomor 525) ;

20.   Peraturan    Daerah    Kabupaten    Cirebon    Nomor    12
Tahun   2016   tentang   Pembentukan   dan    Susunan
Perangkat    Daerah    Kabupaten    Cirebon    (Lembaran
Daerah   Kabupaten   Cirebon   Tahun   2016   Nomor   12)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah
Kabupaten   Cirebon   Nomor   1   Tahun   2021    tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Nomor   12   Tahun   2016   tentang   Pembentukan   dan
Susunan     Perangkat     Daerah     Kabupaten     Cirebon
(Ifmbaran   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Tahun   2021
Nomor 1);

21.   Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor   47   Tahun   2019
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Cirebon  Tahun  2019-2024  (Berita  Daerah  Kabupaten
Cirebon  Tahun   2019   Nomor   50)   sebagaimana   telah
diubah  dengan  Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  93
Tahun 2021  tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
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Nomor   47   Tahun   2019   tentang   Rencana   Strategis
Pe ran gkat            D ae rah            Kabupate n            C ire bon
Tahun   2019-2024  (Berita  Daerah   Kabupaten   Cirebon
Tahun 2021 Nomor 93);

22.   Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  Dan  Fungsi
Serta Tata Kelja Perangkat Daerah  Kabupaten Cirebon
(Berita    Daerah    Kabupaten    Cirebon    Tahun    2022
Nomor  1);

23.   Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor    11   Tahun   2022
tentang  Tugas,  Flmgsi  serta  Tata  Kelja  Dinas  Sosial
(Berita    Daerah    Kabupaten    Cirebon    Tahun    2022
Nomor  11);

Memperhatikan   :    1.      Keputusan        Bupati        Cirebon        Nomor        061.1/
Kep.      30-Org/2022     tentang     Uraian     Tugas     Sub
Koordinator Pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;

2.      Surat   Edaran   Bupati   Cirebon   Nomor   902.22/1682/
Bappelitbangda  tanggal  12  Mei  2023  tentang Tahapan
dan    Pedoman   Penyusunan    Perubahan    RKPD    dan
Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSRAN :

Menetapkan

KESATU                 :   Melakukan     Perubahan     Rencana     Kerja     Dinas     Sosial
Tahun  2023  terutama  terkait  pagu  anggaran  dan  target
indikator kinerja dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I        PENDAHULUAN

1.1      LatarBelakang
1.2     Landasan Hukum
1.3     Maksud danTujuan
1.4     Sistematika penulisan

BAB II       EVALUASI PELAKSANjIAN RENJA DINAS SOSIAL
TAHUN 2023

2.1     Evaluasi   Pelaksanaan   Renja   Dinas   Sosial
Tahun    Berkenaan    dan    Capaian    Renstra
Dinas Sosial

2.2     Analisis Kinelja pelayanan Dinas sosial
2.3     Isu-isu  Penting  Penyelenggaraan  Tugas  dan

Fungsi Dinas Sosial
2,4     Rez/{ezu    terhadap     Rancangan     Perubahan

RKPD

2.5     Penelaahan   Uraian   Program   dan   Kegiatan
Masyarakat
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BABIII     TUJUAN,     SASARAN,     RENCANA     KERJA     DAN
PENDANiIAN PERANGKAT DAERAH

3.1     Tujuan dan sasaran perubahan Renja
3.3     Program dan Kegiatan

BAB IV     PENUTUP

KEDUA

KEITIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

:   Uraian     sistematika     Perubahan     Renja     Dinas     Sosial
Tahun  2023  sebagaimana dimaksud  pada  Diktum  KESATU
tercantum  dalam  Lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

:   Maksud   disusunnya  Perubahan   Renja  Perangkat  Daerah
Tahun  2023 yaitu  sebagai  pedoman bagi  Perangkat Daerah
dalam    menyusun    dan    mensinkronisasikan    perubahan
perencanaan,    penganggaran   dan   pelaksanaan   program,
kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi
hasil    kinelja    perangkat    daerah    pada    tahun    ben.alan
berdasarkan  capaian  target  indikator  program  yang  telah
ditetapkan   dengan   berpedoman   pada   Perubahan   RKPD
Tahun 2023.

:   Tujuan     disusunnya     Perubahan     Renja     Dinas     Sosial
Tahun 2023 yaitu :
a.      sebagai   penjabaran   dari   Renstra   Perangkat   Daerah

Tahun 2019-2024;

b.      sebagai       pelaksana       teknis       kegiatan       prioritas
pembangunan daerah ;

c.      mewujudkan   integrasi,   sinkronisasi,   dan   harmonisasi
perencanaan   dan   penganggaran   pembangunan   antar
sektor,     wilayah,    dan     fungsi     maupun     tingkatan
pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023 ;

d.     sebagai  instrumen  dalam  mengukur  capaian  kinelja
perangkat  daerah  berdasarkan  capaian  target  indikator
kinelja    sasaran,    oztfcorne    dan    ozttp'ut       yang    telah
ditetapkan.

:   Kepala    Dinas    selaku    Pengguna    Anggaran    mempunyai
tanggung  jawab  atas  pencapaian  target  sasaran  strategis
yang tercantum dalam Perubahan Renja tahun 2023.

:   Sekretaris   Dinas,   Kepala   Bidang   selaku   Kuasa   Pengguna
Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target
outcome  program  yang  tercantum  dalam  Perubahan  Renja
Tahun 2023 dan indikator kinelja kunci yang bersifat outoome.

:   Sub  Koordinator  atau  pejabat  fungsional  yang  setara  selaku
Pejabat Pelaksana Teknis Keriatan mempunyai tanggung jawab
atas pencapaian  target output kectatan  dan  subke9atan yang
tercantum  dalam  Perubahan  Renja  Dinas  Sosial Tahun  2023
dan indikator kinelja kunci yang bersifat ozttpttc.
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`  KEDELAPAN         :   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

padatanggal       io  Agrstus  2023

BUPATI CIREBON,

Tembusan :
Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
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Jr-,

PEMERINTAII KABUPATEN CIREBON-.DINAS   SOSIAL
JIB. Sunan Drajat  No.16  Telp./Fax. ( 0231 ) 321728 S U M 8 E R

e-mail  Gfl.ims©s® Egabeiffeife®m` i-a @®oi@l. Kode Pos 45611

NOTA DINAS
Kepada
Dari
Tanggal
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Yth. Bupati Cirebon

7;pj=:±D23;3sosfalKabupatenc±rebon
900/   94    -Sekret
Penting
1 (satu) berkas
Permohonan        Kesediaan    menandatangani    Keputusan    Bupati
tce£::=: :Lruubn*o=3Fencana Kelja (Renja)  Dinas Sosial Kabupaten`A,

Disampaikan  dengan  homat,  bahwa  berdasarkan  ketentuan
Pasal  125  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017
tentang    Tata    Cara    Perencanaan,    Pengendalian    dan    Evaluasi
Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan  Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah,  Serta Tata  Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan   Jangka   Menengah    Daerah,    dan    Rencana   Keria
Perangkat   Daerah,    bahwa   Perangkat   Daerah   perlu   menyusun
Rencana Kelja dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah
dari   Rencana   Kerja   Pemerintah   Daerah  yang  ditetapkan   dengan
Peraturan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak
untuk    menandatangani    Keputusan    Bupati    tentang    Perubahan
Rencana Kelja  (Renja)  Dinas  Sosial  Kabupaten  Cirebon Tahun  2023

Tembusan :
Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.


